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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku DINAMIKA HUKUM 

INVESTASI DI INDONESIA ini dapat tersusun dan hadir di tengah para 

pembaca.  

Penyusunan buku ini sebagai wadah bagi semua orang untuk 

mengembangkan daya kritis dan kemampuan analitis dalam memahami 

serta mengevaluasi dinamika hukum investasi yang terus berkembang, 

baik di tingkat nasional maupun global. Isu-isu yang diangkat dalam 

bunga rampai ini sangat beragam, mulai dari persoalan regulasi 

penanaman modal, perlindungan terhadap investor, mekanisme 

penyelesaian sengketa, hingga aspek keberlanjutan dalam kebijakan 

investasi. 

Sebagai negara yang tengah mengokohkan fondasi perekonomian 

nasional dalam era globalisasi menjadikan investasi sebagai salah satu 

motor penggerak pembangunan ekonomi, Indonesia membutuhkan 

sistem hukum investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada 

kepentingan nasional. Dalam kerangka inilah, hukum investasi tidak 

dapat dipisahkan dari visi konstitusional bangsa sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini memberikan 

landasan normatif bahwa kebijakan investasi, baik asing maupun 

domestik, harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, hukum investasi harus berperan sebagai instrumen yang 

menyeimbangkan antara kebutuhan akan modal dan perlindungan 

terhadap kepentingan nasional, termasuk kedaulatan ekonomi, 

keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. 
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Melalui pemahaman ini, para mahasiswa diajak untuk tidak hanya 

melihat investasi dari sudut pandang teknokratis dan ekonomis, tetapi 

juga dari sudut pandang ideologis dan konstitusional. Dengan demikian, 

kajian yang mereka hasilkan dalam buku ini diharapkan dapat 

memperkuat kontribusi akademik terhadap pembentukan sistem hukum 

investasi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan 

rakyat. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi 

ilmiah, inspirasi pemikiran, dan dorongan semangat untuk terus 

mengembangkan kajian hukum investasi yang kontekstual dan 

konstitusional. 

 

Bandung, 14 Agustus 2025 

Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Investasi, 

 

Elli Ruslina 
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